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ABSTRAK

Jaminan Sosial Tenaga kerja adalah suatu bentuk perlindungan sosial yang
diselenggarakan oleh negara guna menjamin warganegaranya untuk memenuhi
kebutuhan hidup dasar yang layak. Penyelenggaraan jaminan sosial merupakan
salah satu tanggungjawab dan kewajiban Negara untuk memberikan perlindungan
sosial ekonomi kepada masyarakatnya sesuai dengan kondisi kemampuan
keuangan Negara. Berdasarkan penelitian di atas yang menjadi rumusan masalah
di dalam skripsi ini adalah bagaimana pelaksanaan Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan Berdasarkan Prinsip Syariah pada Bank Wakaf Mikro Nurul
Huda OKU Timur serta bagaimanakah Implementasi Fatwa DSN-MUI
NO:147/DSN-MUI/XI1/2021  Tentang Penyelenggaraan  Jaminan  Sosial
Ketenagakerjaan Berdasarkan Prinsip Syariah pada Bank Wakaf Mikro Nurul
Huda OKU Timur. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan
Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Berasarkan Prinsip Syariah pada Bank Wakaf
Mikro Nurul Huda OKU Timur dan untuk mengetahui bagaimana Implementasi
Fatwa DSN MUI NO:147/DSN-MUI/XI1/2021 Tentang Penyelenggaraan Jaminan
Sosial Ketenagakerjaan Berdasarkan Prinsip Syariah pada Bank Wakaf Mikro
Nurul Huda OKU Timur.

Penelitian ini merupakan penelitian Kualitatif dengan menggunakan
metode lapangan (Field Research), dan-menggunakan metode pengumpulan
kepustakaan (Library Research). Sedangkan sifat penelitian adalah deskriptif
kualitatif yang merupakan pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan
maksud menafsirkan fenomena,yang terjadi dimana jpeneliti adalah sebagai
instrument kunei,

Berdasarkanshasil penelitian dapat disimpulkan.bahwa Bank Wakaf Mikro
OKU Timur belum sepenuhnya sesuai dengan Implementasi Fatwa DSN MUI
NO : 147/DSN-MUI/XT/2022y Tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan Berasarkan Prinsip Syariah dalam konsep penerima upah dan
jasa kosntruksi terutama interaksi pada peserta, namun dalam Bank Wakaf Mikro
ini sudah menerapkan beberapa akad seperti akad Qard, akad Mudarabah, akad
Wakalah bi Al-ujrah. Penggunaan akad Qard karena akad tersebut dilakukan
dengan dasar tolong menolong, karena dalam pelaksanaannya tidak ada itikad
untuk mencarin keuntungan atau imbalan sedikitpun. Untuk akad Muadrabah
karena dapat memperoleh akses dalam mendapatkan dana yang dibutuhkan untuk
mengembangkan bisnis atau usaha. Sedangkan penggunaan akad Wakalah bi Al-
ujrah sendiri merupakan pemberian kuasa dari peserta kepada perusahaan asuransi
untuk mengelola dana peserta dengan imbalan pemberian ujrah.

Kata kunci: Fatwa Dsn MUI, Jaminan Sosial Ketenagakerjaan



ABSTRACT

Labor Social Security is a form of social protection organized by the state to ensure that
its citizens fulfill their basic living needs. The provision of social security is one of the
responsibilities and obligations of the State to provide socio-economic protection to its
people in accordance with the State's financial capacity. Based on the research above,
the problem formulation in this thesis is how to implement Employment Social Security
Based on Sharia Principles at Nurul Huda East OKU Micro Waqf Bank and how to
implement the DSN-MUI Fatwa NO: 147/DSN-MUI/XI1/2021 concerning the
Implementation of Guarantees Social Employment Based on Sharia Principles at the East
OKU Nurul Huda Micro Wagf Bank. This research aims to determine the implementation
of Employment Social Security Based on Sharia Principles at the East OKU Nurul Huda
Micro Wagf Bank and to find out how the MUI DSN Fatwa NO:147/DSN-MUI/X11/2021
is Implemented on the Implementation of Employment Social Security Based on Sharia
Principles at Waqgf Banks. East OKU Nurul Huda Micro.

This research is qualitative research using field methods (Field Research) and using
literature collection methods (Library Research). Meanwhile, the nature of the research
is descriptive qualitative, which is data collection in a natural setting with the aim of
interpreting phenomena that occur where the researcher is the key instrument.

Based on the research results, it can be concluded that the East OKU Micro Waqf Bank is
not fully in accordance with the Implementation of DSN MUI Fatwa NO: 147/DSN-
MUI/XI11/2021 ‘concerning the Implementation, of Employment Social Security Based on
Sharia Principles in the concept of‘wage earners and.construction services, especially
interactions with participants, However, the Micro"Wagf-Bank has implemented several
contracts such as the Qard centract, Mudarabahgeomtiact, Wakalah bi Al-ujrah contract.
The Qard contract is used because the contract'is carried out on the basis of mutual help,
because in its implementation there is no intention to seek any profit or reward. For the
Muadrabah contract because you can get access to get the funds needed to develop a
business or venture. Meanwhile, the use of the Wakalah bi Al-ujrah contract itself is a
grant of authority from the participant to the insurance company to manage the
participant's funds in exchange for providing ujrah.

Keywoard: MUI Dsn Fatwa, Employment Social Security
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Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan
jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah
kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.

(Q.S Al-Ma’idah : 2)
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai langkah awal untuk memahami judul skripsi ini, dan
untuk menghindari kesalahpahaman, maka penulis merasa perlu untuk
menjelaskan beberapa kata yang menjadi judul skripsi ini. Adapun judul
skripsi yang dimaksudkan adalah Implementasi Fatwa DSN MUI
No0:147/DSN-MUI/XI11/2021 Tentang Penyelenggaraan Jaminan
Sosial Ketenagakerjaan Berdasarkan Prinsip Syariah (Studi di Bank
Wakaf Mikro Nurul Huda OKU Timur). Adapun uraian pengertian
beberapa istilah yang terdapat dalam judul proposal ini yaitu, sebagai
berikut:

Implementasi yaitu tindakan-tindakan yangsharus dilakukan oleh
sekelompok,, individu yang telah ditunjuk untuk™menyelesaikan suatu
tujuan yang telah-ditetapkan sebelumnya“dibentuk dalam bentuk perintah
atau keputusan. ! Mengartikan bahwa implementasi sebagai “pelaksanaan
atau penerapan” artinya segala sesuatu yang dilaksanakan dan
diterapkan, sesuai dengan kurikulum yang telah dirancang atau didesain
untuk dijalankan sepenuhnya sesuai dengan peraturan yang telah

diterapkan.?

! Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa (Jakarta:
Gramedika Pustaka Utama, 2011).
2 Dinn Wahyudin, “Manajemen Kurikulum” (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), 93.

1



Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia
merupakam fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia
melalui perangkat organisasinya yaitu Dewan Syariah Nasional. Fatwa
tersebut menjadi doktrin hukum Islam perkembangan ekonomi syariah di
Indonesia, fatwa merupakan produk hukum Islam yang sudah ada
semenjak masa Nabi SAW, yang kemudian menjadi produk hukum Islam
yang berkembang hingga sekarang. Fatwa-fatwa ulama Islam yang
terhimpun dalam kitab-kitab Figh dan keputusan-keputusan lembaga
fatwa adalah sebagian dari ijtihad yang bersifat kasuistik karena
merupakan respon atau jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh
peminta fatwa.® Fatwa yang dibahas dalam penelitian ini adalah Fatwa
Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor : 147/DSN-
MUI/XT/2021 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan Berdasarkan Prinsip Syariah.

Penyelenggaraan, yaitu proses, cara, perbuatan menyelenggarakan
dalam berbagai-bagai arti (seperti pelaksanaan, penunaian).® Guna
mencapai suatu tujuan.

Jaminan sosial merupakan perlindungan terhadap hilangnya
penghasilan, seperti dalam pemberhentian kerja, atau terhadap tambahan

biaya hidup seperti dalam perawatan waktu sakit.’

* Sainul dan Muhamad Ibnu Afrelian, “Aspek Hukum Fatwa DSN-MUI Dalam Operasional
Lembaga Keuangan Syariah,” Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah 3, no. 2 (2015): 174.

* Ahmad Ifham Sholihin, “Buku Pintar Ekonomi Syariah” (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,
2010), 267.

> Sentanoe Keryonegoro, “Jaminan Sosial Prinsip Dan Pelaksanaannya Di Indonesia,” (Jakarta:
Mutiara, 1982), 29.



Ketenagakerjaan merupakan segala hal yang berhubungan dengan
tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja.®

Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiataan
perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang
memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syari’ah.7

Penegasan judul di atas, maka maksud dari skripsi ini adalah
meneliti tentang implementasi atau pelaksanaan Fatwa yang dikeluarkan
oleh Dewan Syariah Nasional MUI No: 147/DSN-MUI/XI11/2021
Tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Berdasarkan
Prinsip Syariah Pada Bank Wakaf Mikro Nurul Huda OKU Timur.

B. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Fatwa DSN MUI No 147/DSN/MUI/2021 tentang
penyelenggaraan. jaminanwsosial: ketenagakerjaan/ berdasarkan prinsip
syariah, bisa disarikan tuntunan Fatwa_terkait penyelenggaraan jaminan
sosial ketenagakerjaan adalah sebagai berikut : pertama, jenis dan
ketentuan akad antara para pihak. Untuk memperjelas apa saja hak dan
kewajiban para pihak yang terkait dengan jaminan sosial ketenagakerjaan
ini. Kedua, ketentuan terkait investasi. Dana jaminan sosial hanya dapat
diinvestasikan pada instrument yang tidak bertentangan dengan syariah
dan regulasi. Jadi, BPJS tidak diperbolehkan menempatkan dana-dana

tersebut di instrument yang tidak sesuai syariah. Ketiga, ketentuan

® Agusmidah, “Hukum Ketenagakerjaan Indonesia™ (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 5.
" Departemen Pendidikan Nasional, “Kamus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat”
(Jakarta: Garuda Pustaka Utama, 2011), 1096.



tentang kepemilikan dana. BPJS mengelola aset jaminan sosial yang
terdiri atas aset BPJS dan aset dana jaminan sosial. Aset dana sosial
terdiri atas aset dana program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan
Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), Jaminan Kematian (JK) dan
Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Keempat, BPJS boleh
mengenakan sanksi kepada pemberi kerja atau peserta apabila terlambat
membayar iuran karena lalai dan disalurkan untuk kemaslahatan umat.
Dana sanksi dan hasil pengembangannya yang berasal dari program
JKK, JP, JK dan JKP wajib dimasukkan kedalam dana jaminan sosial
masing-masing program. Dalam hal BPJS terlambat membayar
kewajibannya pada fasilitas kesehatan atau rumah sakit ,BPJS boleh
dikenakan sanksi, dengan sumber dana sanksi dari dana BPJS.

Ketentuan mengenai kesejahteraan pekerja terdapat dalam Pasal
99 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan yang mengatur mengenai kesejahteraan pekerja beserta
keluarganya. Hal yang diatur pada pasal ini adalah berhaknya
mendapatkan jaminan sosial tenaga kerja yang diperuntukkan bagi
pekerja atau buruh beserta keluarganya sekaligus dilakukan berdasarkan
pada peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait jaminan sosial
tenaga kerja tersebut. Pemberian perlindungan terhadap para tenaga kerja
yang diwujudkan dalam bentuk santunan seperti halnya pemberian uang
sebagai pengganti dari sebagian pendapatan yang berkurang maupun

hilang sekaligus suatu pelayanan sebagai akibat dari peristiwa maupun



suatu keadaan yang terjadi pada tenaga kerja seperti halnya sakit,
kecelakaan kerja, hamil, bersalin, hari tua, jaminan pensiun serta
meninggal dunia yang merupakan pelaksanaan dari program Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang memberikan
perlindungan bagi pekerja dalam melaksanakan pekerjaannya.®
Pelaksanaan dalam pemberian perlindungan terhadap tenaga kerja
dalam menghadapi berbagai tantangan bahkan resiko di bidang ekonomi
serta sosial yang dapat terjadi ketika pekerja melakukan suatu pekerjaan
seperti contoh terjadinya kecelakaan kerja yang bisa mengganggu Kinerja
pekerja dalam peningkatan produktivitas sehinga sangat perlu
mewujudkan ketenangan dalam bekerja yang harus diwujudkan oleh
setiap, pengusaha sehingga dapat meningkatkan produktivitas pada
perusahaan. Definisi pekerja/buruhi tertuang dalam ketentuan Pasal 1
angka 3 Undang-Undang Nomor__ 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan yang berarti setiap orang yang bekerja dengan
menerima upah atau imbalan dalam wujud lain. Jadi berdasarkan definisi
diatas maka dapat dijelaskan bahwa tenaga kerja yang sudah bekerja lah
yang dapat disebut dengan pekerja atau buruh.® Tanpa adanya suatu
jaminan terhadap kehidupan yang pasti, serta peningkatan terhadap
kualitas pekerja maupun perlindungan bagi para tenaga kerja yang harus

berdasarkan dan sesuai dengan harkat martabat manusia yang

8 Lalu Husni, “Pengantar Hukum Ketenagakerjaan” (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014),
151-52.

® I Ketut Hendra Winata, “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Setelah Terjadinya Pemutusan
Hubungan Kerja Secara Sepihak Pada Hotel Four Seasons Resort Bali Di Sayan,” (Kertha Wicara , Vol 2,
no. 1,2 2013).



menyebabkan tidak akan mungkin tercapainya perlindungan bagi para
pekerja, maka dari itu perlindungan terhadap pekerja dapat tercapai
dengan adanya jaminan hidup yang pasti.

BPJS Ketenagakerjaan (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan) merupakan program publik yang memberikan
perlindungan bagi tenaga kerja untuk mengatasi risiko sosial ekonomi
tertentu dan penyelenggaraannya menggunakan mekanisme asuransi
sosial, Sebagai Lembaga Negara yang bergerak dalam bidang asuransi
sosial BPJS Ketenagakerjaan yang dahulu bernama PT Jamsostek
(Persero) merupakan pelaksana undangundang jaminan sosial tenaga
kerja. Sebagai program publik, BPJS Ketenagakerjaan memberikan hak
dan membebani kewajiban secara pasti (compulsory) bagi pengusaha dan
tenaga "kerja berdasarkansUndang-undang No.3 tahun 1992 mengatur
Jenis Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua
(JHT), Jaminan Kematian (JK), dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan
(JPK),sedangkan kewajiban peserta adalah tertib administrasi dan
membayar iuran.

Apabila terjadi risiko sosial terhadap pekerja baik itu kecelakaan
kerja, kematian, hari tua, maupun pensiun maka BPJS Ketenagakerjaan
akan memberikan manfaat kepada peserta dalam bentuk pelayanan
maupun uang tunai. Manfaat pelayanan yang dimaksud adalah apabila
terjadi kecelakaan kerja, maka pekerja dapat langsung dibawa ke fasilitas

kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan baik klinik



maupun rumah sakit (trauma center) tanpa mengeluarkan biaya dengan
menunjukkan kartu BPJS Ketenagakerjaan apabila pemberi kerja
(perusahaan) tertib membayarkan iuran kepada BPJS Ketenagakerjaan.
Apabila tidak terdapat fasilitas kesehatan yang bekerja sama, maka
pekerja tetap mendapatkan manfaat JKK tersebut dengan sistem
reimbursemen. Sedangkan manfaat uang tunai akan didapatkan oleh
pekerja maupun ahli warisnya apabila terjadi risiko meninggal dan hari
tua/pensiun. Perbedaan antara Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun
terletak pada manfaat yang akan diterima oleh pekerja dan /atau ahli
warisnya. Manfaat Jaminan Hari Tua diterima sekaligus ketika pekerja
memenuhi ketentuan pengambilan yakni usia pensiun (56), meninggal
dunia, cacat total tetap, atau berhenti bekerja dan tidak bekerja lagi,
sementara, untuk. manfaat Jaminan ‘Penisun akan diterima secara berkala
setiap bulan kepada_Pekerja dan/atau_ahli waarisnya apabila pekerja
memasuki usia pensiun (56) dengan minimal iuran 15 Tahun, meninggal
dunia (dengan iuran minimal dibayar 12 bulan), atau cacat total tetap
(iuran minimal 1 bulan). Apabila ketiga syarat tersebut belum terpenuhi,
maka pekerja dan/atau ahli warisnya akan mendapatkan manfaat berupa
akumulasi iuran ditambah dengan pengembangannya.*

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia menimbang

bahwa perlindungan tenaga kerja untuk memitigasi risiko sosial ekonomi

1% Muhammad Igbal Hanafri, Leo Fajar Gustomi, and Heni Susanti, “Pengembangan Iklan Layanan
Masyarakat Berbasis Animasi 2D Pada BPJS Ketenagakerjaan,” Jurnal Sisfotek Global 8, no. 1 (2018),
https://doi.org/10.38101/sisfotek.v8i1.177.Ulama Indonesia, “Fatwa Dsn Mui Ttg Penyelenggaraan Jaminan
Sosial Ketenagakerjaan Berdasyarkan Prinsip Syariah,” no. 021 (2021).



tertentu akibat hubungan kerja dibutuhkan oleh masyarakat luas bahwa
masyarakat memerlukan adanya penyelenggaraan jaminan sosial
ketenagakerjaan yang sesuai dengan prinsip syariah;

Fatwa DSN MUl NO:147/DSN-MUI/XI1/2021 Tentang
Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Berdasarkan Prinsip
Syariah memutuskan ketentuan akad dan ketentuan pelayanan,
diantaranya sebagai berikut :**

1. Ruang Lingkup Jaminan Sosial Ketenagakerjaan meliputi Program
JKK, JHT, JP, JK dan JKP.

2. Akad antara Peserta (dan atau Peserta Kolektif) dan BPJS
Ketenagakerjaan adalah Akad Wakalah bi al-ujrah.

3. Akad Wakalah bi al-Ujrah sebagaimana dimaksud pada angka 2
meliputi pemberian kuasa‘untuk:
a. kegiatan administrasi
b. pengelolaan portofolio risiko
c. investasi/pengembangan Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
d. pembayaran uang manfaat
e. kegiatan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

4. Akad antar Peserta dalam Program JKK, JK, dan JKP adalah Akad
Tabarru' dalam rangka saling menolong (ta'awun’) sesama Peserta

melalui pembentukan Dana Tabarru’

" Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia, “Fatwa DSN MUI Tentang Penyelenggaraan
Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Berdasarkan Prinsip Syariah,” 2021.
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Akad antar Peserta dalam Program JP adalah Akad Hibah Tanahud
dalam rangka saling menolong (ta'awun) sesama Peserta melalui
pembentukan Dana Tanahud.

Akad antara Peserta program JHT dan BPJS Ketenagakerjaan terkait
pengelolaan investasi adaiah Akad wakalah bi al- istismar.

Akad antara Pemberi Kerja dan Peserta adalah Akad Hibah atau
Akad Hibah bi Syarz.

Akad pemberian bantuan oleh Pemerintah kepada Peserta adalah
Akad Hibah atau Akad Hibah bi Syarz, yang diserahkan kepada
BPJS Ketenagakerjaan.

Akad antara Pemerintah dan BPJS Ketenagakerjaan sebagai wakil
Perserta Kolektif dalam menanggulangi Dana, Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan yang tidak“memenuhi standar kesehatan keuangan
adalah Akad Hibah atau Akad Qardh.

Akad antara BPJS Ketenagakerjaan dan Peserta Kolektif dalam
menanggulangi Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang tidak

memenuhi standar kesehatan keuangan adalah Akad Qardh.

. Fokus dan Sub Fokus

a.

Fokus
Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian lebih
mengarah pada persoalan Implementasi Fatwa DSN MUI No:

147/DSN-MUI/X11/2021 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial
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Ketenagakerjaan Berdasarkan Prinsip Syariah Pada Bank Wakaf

Mikro Nurul Huda OKU Timur.

b. Sub Fokus

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas maka

akan dilakukan pembatasan masalah yaitu:

1.

Objek penelitian adalah Bank Wakaf Mikro Nurul Huda OKU
Timur.

Penelitian ini membahas mengenai Implementasi Fatwa DSN
MUI No: 147/DSN-MUI/XI11/2021 Tentang Penyelenggaraan
Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Berdasarkan Prinsip Syariah

Pada Bank Wakaf Mikro Nurul Huda OKU Timur.

D. Rumusan Masalah

Rumusanimasalah penelitian ini adalah

1.

Bagaimana  pelaksanaan _Jamipan Sosial Ketenagakerjaan
berdasarkan prinsip syariah Pada Bank Wakaf Mikro Nurul Huda
OKU Timur?

Bagaimanakah Implementasi Fatwa DSN MUI NO: 147/DSN-
MUI/XII/2021  Tentang Penyelenggaraan  Jaminan  Sosial
Ketenagakerjaan Berdasarkan Prinsip Syariah Pada Bank Wakaf

Mikro Nurul Huda OKU Timur.
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E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
berdasarkan prinsip syariah Pada Bank Wakaf Mikro Nurul Huda
OKU Timur.

2. Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Fatwa DSN MUI No:
147/DSN-MUI/X11/2021 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan Berdasarkan Prinsip Syariah Pada Bank Wakaf
Mikro Nurul Huda OKU Timur.

F. Manfaat penelitian

1. Secara teoritis kegunaan penelitian ini adalah menambah wawasan
dan mampu memberikan pemahaman mengenai hal-hal yang
berkaitan dengan-penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan
yang sesuai dengan ketentuan-syariah.

2. Secara praktis penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat untuk
memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S.H (Sarjana Hukum)
pada fakultas syariah UIN Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan
Kajian pustaka berguna sebagai bahan acuan yang relevan dengan
peneitian terdahulu, kajian pustaka juga berguna untuk menghindari
adanya plagiasi atau penjiplakan atas karya orang lain. Dibawah ini

peneliti ajukan referensi yang berkaitan dengan penelitian ini antara lain:
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Qori Fera Kusuma Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2021
dengan judul Penerapan dan Pengawasan Jaminan Sosial Bagi
Pekerja Harian Lepas Studi kasus di Sektor Jasa Konstruksi Kota
Tangerang Selatan. Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa
perusahaan sektor jasa konstruksi di wilayah kota Tangerang Selatan
belum sepenuhnya patuh terhadap kewajiban kepesertaan program
jaminan sosial tenaga kerja karena masih banyak yang belum
melakukan pendaftaran, penyampaian data maupun pembayaran
iuran. Pemberi pekerja beranggapan bahwa jaminan sosial bagi
pekerja harian lepas hanya menguntungkan pihak BPJS
Ketenagakerjaan yang menerima setoran dana, tetapi ternyata sampai
dengan pengerjaan proyek selesai tidak terjadi suatu kecelakaan
kerjas selain.itu juga; pengawasan dan penegakan kepatuhan di BPJS
Ketenagakerjaan.belum optimal. Pengawasan sulit dilakukan karena
data yang dimiliki BPJS Ketenagakerjaan, Dinas Ketenagakerjaan,
dan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(DPMPTSP) tidak terintegrasi dengan baik. pemerintah daerah kota
Tangerang berat untuk menerapkan sanksi tidak mendapat pelayanan
publik tertentu karena akan menghambat jalur investasi di Kota

Tangerang Selatan.*?

12 Qori Fera Kusuma, “Penerapan Dan Pengawasan Jaminan Sosial Bagi Pekerja Harian Lepas
Sektor Jasa Konstruksi Di Kota Tangerang Selatan” (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta).

10 (2021): 6.
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Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis teliti
yaitu sama sama membahas tentang penerapan jaminan sosial bagi
pekerja menggunakan metode kualitatif dengan melakukan studi
pustaka dan lapangan.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis teliti
yaitu perbedaan pada tema, objek dan lokasi. Tema yang penulis
ambil tentang penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan
berdasarkan prinsip syariah. Sedangkan penelitian diatas lebih
menekankan pada penerapan dan pengawasan jaminan sosial bagi
pekerja harian lepas, dan lokasi yang dipilih penulis adalah Bank
Wakaf Mikro Nurul Huda OKU Timur. Sedangkan penelitian diatas
pada Sektor Jasa Konstruksi Kota Tangerang Selatan.

Hani \Regina Sari, Mahasiswa Universitas Lampung 2018 dengan
judul Perlindungan Hukum Tenaga kerja Oleh Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Berdasarkan Undang-Undang
NO0.24 Tahun 2011. Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa
perlindungan hukum tenaga kerja oleh BPJS Ketenagakerjaan telah
bekerja melayani para pekerja dengan 4 program yaitu jaminan
kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pension, dan jaminan
kematian. Faktor penghambat dalam perlindungan Hukum tenaga
kerja oleh BPJS Ketenagakerjaan ada 2 yaitu internal dan eksternal.
Faktor internalnya adalah proses administrasi yang terlalu panjang,

kurang terampilnya SDM, data dan dana perusahaan mitra BPJS
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Ketenagakerjaan dan fasilitas yang kurang memadai. Faktor
eksternalnya adalah kurangnya pemahaman pengusaha, dana
perusahaan terbatas, perusahaan belum mendaftar semua program
dan perusahaan yang masih mendaftarkan pekerjanya hanya
sebagian.™

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis teliti
yaitu dalam penelitian ini pada tempat penelitian sudah melayani
para pekerja dengan baik melalui 4 program vyaitu jaminan
kecelakaan Kkerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan
kematian.

Perbedaan penelitian ini-dengan penelitian yang penulis teliti
yaitu pada tema, dan objek. Tema yang penulis ambil tentang
penyelenggaraan jaminan sosial:ketenagakerjaan berdasarkan prinsip
syariah, sedangkan penelitian di_atas lebih menekankan pada
perlindungan Hukum tenaga kerja berdasarkan Undang-Undang No.
24 tahun 2011.

3. Septiyani Dwi Sugiyaningrum, Mahasiswa UIN Walisongo
Semarang 2020 dengan judul Peran BPJS (Badan Penyelenggara
Jaminan  Sosial)  Ketenagakerjaan  Terhadap  Peningkatan
Kesejahteraan Tenaga Kerja Dalam Perspektif Magasid Syariah pada
PT. Solo Murni Kabupaten Boyolali. Dari hasil penelitian ini

disimpulkan bahwa peran BPJS Ketenagakerjaan terhadap

'3 Hani Regina Sari, “Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Oleh Badan Penyelengara Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan Berdasarkan Undang-Undang No.24 Tahun 2011,” 2018.
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peningkatan kesejahteraan tenaga kerja di PT. Solo Murni
Kabupaten Boyolali yaitu dengan menyelenggarakan program
jaminan sosial bagi tenaga kerja yang meliputi JKK (Jaminan
Kecelakaan Kerja), JHT (Jaminan Hari Tua), JK (Jaminan
Kematian), dan JP (Jaminan Pensiun). Upaya yang dilakukan BPJS
Ketenagakerjaan dalam peningkatan kesejahteraan sudah sesuai
dengan magashid syariah dharuriyyat yang terletah pada aspek hifzu
nafs, hifzu aqgl, hifzu nasab, dan hifzu maal. Sementara aspek hifdzu
din telah diterapkan oleh PT. Solo Murni Kabupaten Boyolali
dengan memberikan toleransi beribadah serta program tahunan yaitu
umrah bagi tenaga kerja™

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis teliti
yaitu, membahas - tentang  peran -BPJS' Ketenagakerjaan terhadap
peningkatan kesejahteraan - tenaga kerja agar para pekerja
mendapatkan perlindungan atas penghasilan yang hilang dan
menjamin kehidupan yang layak bagi tenaga kerja dan keluarganya.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis teliti
yaitu perbedaan pada tema, objek dan lokasi. Tema yang penulis
ambil tentang penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan
berdasarkan prinsip syariah, sedangkan penelitian di atas lebih

menekankan pada Analisis Jaminan Sosial Terhadap Pekerja KIJKS

14 Septiyani Dwi Sugiyaningrum, “Judul Peran BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial)
Ketenagakerjaan Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja Dalam Perspektif Maqasid Syariah,”
(Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang),2020.
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BMT Al Fath Kabupaten Pati Berbasis Magashid Syariah, dan lokasi
yang dipilih penulis adalah Bank Wakaf Mikro OKU Timur.
Sedangkan penelitian di atas pada KIKS BMT Al Fath Kabupaten
Pati.

4. Indah Choirunnissa, mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
2020 dengan judul Implementasi Program Badan Penyelenggaraan
Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan di PT. Antikode Desain
Eksperiensia Tangerang Selatan. Dari hasil penelitian ini
disimpulkan bahwa implementasi BPJS Ketenagakerjaan di PT
Antikode telah berjalan baik sesuai dengan undang-undang. Melihat
dari peraturan yang sudah ada bahwa jaminan sosial ini telah
diwajibkan oleh pemerintah bagi pemberi kerja untuk mendaftarkan
pekerjanya dalam- BPJS Ketenagakerjaan agar hak dan kewajiban
para pekerja terpenuhi-dengan baik.”

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis teliti
yaitu membahas tentang pelayanan Badan Penyelenggaraan Jaminan
Sosial ketenagakerjaan agar hak dan kewajiban pekerjan telah
terjamin dan sudah terpenuhi.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis teliti
yaitu perbedaan pada tema, objek dan lokasi. Tema yang penulis
ambil tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Berdasarkan Prinsip Syariah, sedangkan penelitian di atas lebih

% Indah Choirunnissa, “Implementasi Program Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS)
Ketenagakerjaan Di PT. Antikode Desain Eksperiensia Tangerang Selatan,” 2020.
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menekankan pada Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
(BPJS) Ketenagakerjaan di PT Antikode Desain dan lokasi yang
dipilih penulis adalah Bank Wakaf Mikro Nurul Huda OKU Timur,
sedangkan penelitian di atas di Tangerang Selatan.

5. Jurnal dari Naerul Edwin Kiky Aprianto, Institut Agama Islam
Negeri purwokerto 2017 dengan judul Kontruksi Sistem Jaminan
Sosial Dalam Perspektif Ekonomi Islam. Dari hasil penelitian ini
disimpulkan bahwa jaminan sosial merupakan bentuk perlindungan
sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi
kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Adapun asas jaminan sosial
meliputi tiga hal, yaitu asas kemanusiaan, asas manfaat, dan asas
keadilan. Ketiga asas ini merupakan landasan asas yang Sustainable
dan Relatable, artinyasantara:asas yang satu dengan yang lain akan
saling berdampingan dan tidak dapat berdiri sendiri untuk menopang
dari sifat jaminan sosial.*®

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis teliti
yaitu membahas mengenai perlindungan sosial bagi para pekerja
untuk menjamin agar mendapatkan kehidupan yang layak.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis teliti
yaitu perbedaan pada tema dan objek. Tema yang penulis ambil
tentang Penyelenggaraan Jaminan  Sosial  Ketenagakerjaan

Berdasarkan Prinsip Syariah, sedangkan penelitian di atas lebih

'® Naerul Edwin Kiky Aprianto, “Kontruksi Sistem Jaminan Sosial Dalam Perspektif Ekonomi
Islam,” (Institut Agama Islam Negeri purwokerto) 2017.
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menekankan pada konstruksi sistem jaminan sosial dalam perspektif
ekonomi islam.

Dengan demikian, dari beberapa skripsi dan jurnal di atas
memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini
yaitu sama-sama membahas tentang pelaksanaan atau penyelenggaraan
jaminan sosial pada tenaga kerja. Meskipun telah disebutkan adanya
penelitian dengan tema yang serupa dengan peneliti lakukan, akan tetapi
mengingat subjek, objek dan tempat penelitian berbeda, maka peneliti
tertarik untuk melakukan penelitian Penyelenggaraan Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan Berdasarkan Prinsip Syariah.

. Metode penelitian

Metode penelitian ini adalah suatu kegiatan ilmiah yang
dilakukan,secara bertahap dimular dengan penentuan topik, pengumpulan
data dan menganalisis data untuk meneliti pada kondisi objek alamiah
sehingga nantinya diperoleh suatu pemahaman dan pengertian atau isu
tertentu.

1. Jenis dan Sifat Penelitian
a. Jenis penelitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field

Research). Field Research vyaitu penelitian lapangan dengan

mengadakan observasi. Dalam hal ini peneliti melaksanakan

dengan cara terjun langsung ke lokasi penelitian di Bank Wakaf

Mikro Nurul Huda OKU Timur.
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Penelitian ini juga menggunakan penelitian kepustakaan
(library research), yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan
menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa buku, catatan,
maupun laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu.

Sifat penelitian

Berdasarkan sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif
analisis yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk
menggambarkan secermat mungkin tentang sesuatu yang menjadi

objek, gejala atau kelompok tertentu.'’

2. Sumber Data

a.

Data Primer

Sumber data primer adalah sumber-sumber yang
memberikan data®‘langsung - daric tangan pertama setelah
melakukan .ebservasi ke lokasi, yang dijadikan objek oleh
penulis.'® Yang diperoleh dari lapangan dengan Sumber data
primer ini diperoleh dari data-data yang tepat dari Bank Wakaf
Mikro Nurul Huda OKU Timur sebagai tempat penelitian dan
Implementasi Fatwa  MUI No0:147/DSN-MUI/XI11/2021

Berdasarkan Prinsip Syariah tersebut.

IR Raco, “Metode Penelitian Kualitatif, Jenis Karakteristik Dan Keunggulannya” (Jakarta:

Grasindo, 2008), 2.

'® Winarno Surakhmad, “Pengantar Penelitian limiah” (Bandung: Tarsito, 1994), 134.
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b. Data Skunder
Sumber data skunder adalah sumber yang mengutip dari
sumber lain. (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data
sekunder umumnya berupa bukti, al-quran, jurnal, internet dan
buku buku lain sebagainya®® yang berhubungan dengan penelitian

yang diteliti.

3. Populasi

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian mungkin
beberapa manusia, gejala-gejala, benda-benda, pola sikap, tingkah
laku dan sebagainya yang menjadi objek penelitian.?’ Dalam
penelitian  ini, populasi yang dipilih adalah 4 pengawas 3
pengurus 1 manager dan 3 pegawai pada Bank Wakaf Mikro

Nurul Huda OKU Fimur.

4. Metode Pengumpulan Data
Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik
pengumpulan data sebagai berikut:
a. Observasi
Observasi adalah pengamatan atau observasi terhadap
realitas yang di ukur serta menguji kebenaran teori.** Observasi
terbagi menjadi dua, yaitu observasi partisipan dan observasi

non partisipan. Observasi partisipan yaitu peneliti yang terlibat

1% Burhan Ashofa, “Metode Penelitian Hukum” (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), 103—104.
2 Muhammad Pabundu Tika, “Metodelogi Riset Bisnis” (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 30.
2! Muhammad Ali, “Strategi Penelitian Pendidikan” (Bandung: Angkasa, 1993), 167.
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secara langsung dalam aktivitas apa yang akan diteliti.
Sedangkan observasi non partisipan yaitu peneliti tidak terlibat
secara langsung dalam aktivitas apa yang akan diteliti.

Dalam hal ini penulis akan menggunakan observasi non
partisipan, yaitu penulis tidak ikut serta dalam kegiatan tetapi
penulis hanya mengamati kegiatan yang dilakukan pada Bank
Syariah Indonesia mengenai Implementasi Fatwa MUI No:
147/DSN-MUI/X11/2021 Tentang Penyelenggaraan Jaminan
Sosial Ketenagakerjaan Berdasarkan Prinsip Syariah Pada Bank
Wakaf Mikro Nurul Huda OKU Timur.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada
suatu masalah tertentu, ini-merupakan proses tanya jawab lisan
(verbal), dimana dua orang atau lebih berhadap hadapan secara
fisik.”> Untuk memperoleh data, dilakukan wawancara dengan 4
pengawas 3 pengurus 1 Manager dan 3 pegawai pada Bank
Wakaf Mikro Nurul Huda OKU Timur.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau

variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar,

majalah, notulen rapat, dan sebagainya.® Adapun yang menjadi

2 Susiadi, “Metode Penelitian Hukum” (Lampung: pusat penelitian dan penerbit LP2M TAIN
Raden Intan Lampung, 2015), 4.
%8 Suharsimi Arikanto, “Prosedur Suatu Pendekatan Politik” (Jakarta: Rineka Putra, 1991), 188.
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buku utama penulis dalam mengumpulkan data adalah fatwa
fatwa Mui dan buku-buku figh serta dokumen-dokumen yang
diperoleh di lapangan.

5. Metode Pengolahan Data

Metode ini dapat berarti menimbang, menyaring,
mengatur, mengklarifikasi. Dalam menimbang dan menyaring data,
penulis benarbenar memilih secara hati-hati data yang relevan dan
tepat serta berkaitan dengan masalah yang diteliti, sementara
penulis mengatur dan mengklarifikasi dengan cara menggolongkan,
menyusun menurut aturan tertentu.?*

Melalui pengolahan data-data yang telah dikumpulkan
oleh penulis, maka penulis menggunakan tahapan-tahapan sebagai
berikut:

a. Editing adalah pemeriksaan kembali data oleh penulis sebelum
data tersebut diproses lebih lanjut.

b. Klasifikasi adalah penggolongan data-data sesuai dengan jenis
dan penggolongannyabsetelah diadakannya pengecekan diproses
editing.

Cc. Interprestasi adalah memberikan penafsiran terhadap hasil

untuk menganalisis dan menarik kesimpulan.

** Mo Pabundu Tika, “Metodologi Riset Bisnis” (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 75.
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d. Sistemating adalah melakukan pengecekan terhadap data-data
dan bahan-bahan yang telah diperoleh penulis secara sistematis,
terarah dan berurutan dengan klasifkasi data yang diperoleh.

Analisis Data

Analisis data dilakukan sejak awal penelitian dan selama
proses penelitian dilaksanakan. Setelah data diperoleh, kemudian
dikumpulkan untuk diolah secara sistematis. Dimulai dari
wawancara, mengedit, dan mengklasifikasi. Selanjutnya aktivitas
penyajian data serta menyimpulkan data.?®

Metode pendekatan dalam penelitian ada dua, yaitu
deduktif dan induktif yang dijabarkan sebagai berikut:

a. Deduktif
Metode. deduktif-adalah: cara analisis dari kesimpulan umum
atau generalisasi yang diuraikan menjadi contoh kongkrit atau
fakta untuk menjelaskan kesimpulan atau negeralisasi tersebut.
Metode deduktif berpangkal pada suatu pendapat umum berupa
teori, hukum, atau kaidah dalam menyusun suatu penjelasan
tentang suatu kejadian khusus atau dalam menarik suatu
kesimpulan.

b. Induktif
Metode berpikir induktif adalah metode yang digunakan dalam

berfikir dengan bertolak dari hal-hal khusus ke umum. Metode

% Abdul Majid, “Analisis Data Penelitian Kualitatif, Cet I” (Makassar: Aksara Timur, 2017), 49.
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induktif berpangkal pada sejumlah data empiris untuk menyusun
suatu penjelasan umum, teori, atau kaidah yang berlaku umum.?
Analisis data dalam penelitian ini yaitu deskriptif analisis,
dengan menggunakan analisis induktif. Analisis induktif yaitu
analisis mengenai isi, sehingga dalam menganalisis data,
pertama-tama peneliti membaca, mempelajaeri, dan menelaah

data yang diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi.

I. Sistematika Pembahasan

Penulisan penelitian ini terbagi atas lima bab, yang masing-masing

bab akan diuraikan dalam beberapa sub bab, yaitu sebagai berikut:
BAB I: Bab ini_merupakan pendahuluan yang berisikan tentang
penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub fokus, rumusan
masalah, ‘tujuan. penelitian; manfaat penelitian, kajian terdahulu yang

relevan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II: Bab ini berisikan tentang landasan teori yang membahas
Implementasi Fatwa DSN MUI No: 147/DSN-MUI/X11/2021 Tentang
Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Berdasarkan Prinsip
Syariah meliputi Pengertian Fatwa, Urgensi Fatwa MUI, Pengertian
Dewas Syariah Nasional (DSN), Sejarah Majelis Ulama Indonesia
(MUI), Akad-Akad Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No0:147/DSN-

MUI/X11/2021, Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS)

% Febri Indra B.S, “Pengantar Metodologi Penelitian, Cet I” (Sidogarjo: Zifatma Publisher, 2017),
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Ketenagakerjaan, Program Jaminan Sosial, Asas, Tujun dan Prinsip
Penyelenggaraan Jainan Sosial

BAB I11: Bab ini merupakan penjelasan mengenai metode penelitian yang
dipakai dalam penelitian yang meliputi gambaran umum objek penelitian
Sejarah Singkat Berdirinya Bank Wakaf Mikro Nurul Huda OKU Timur
dan Kendala-Kendala Yang Dihadapi Dalam Melaksanakan Jaminan
Sosial Tenaga Kerja Terhadap Kecelakaan Kerja Pada Bank Wakaf Mikro
Nurul Huda OKU Timur.

BAB 1V: Bab ini membahas mengenai Pelaksanaan Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan Berdasarkian Prinsip Syariah Pada Bank Wakaf Mikro
Nurul Huda OKU Timur dan Implementasi Fatwa DSN MUI
No0:147/DSN-MUI/XI1/2021 Tentang Penyelenggraan Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan Pada Bank Wakaf'Mikro Nurul Huda OKU Timur.

BAB V: Bab ini merupakan bab terakhir yang memuat simpulan yang
berisi jawaban terhadap rumusan masalah dan rekomendasi yang

dimaksudkan untuk kajian lebih lanjut.



BAB V
PENUTUP

A. Simpulan
Berdasarkan penelitian yang didapat di lapangan dapat disimpulkan
bahwa :

1. Pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada Bank Wakaf Mikro
merupakan suatu program yang dilaksanakan oleh pemerintah yang
bertujuan untuk memberikan kesejahteraan dan perlindungan bagi para
pegawai. Jaminan sosial sendiri dapat diartikan sebagai perlindungan
yang di berikan oleh para anggotanya untuk resiko atau peristiwa yang
menyebabkan hilangnya atau turunnya sebagian besar penghasilan dan
untuk memberikan pelayanan medis atau jaminan keuangan terhadap
konsekuensi ekonomi dari terjadinya peristiwa tersebut serta jaminan
untuk tunjangan __kellu_arga dan anak. _

2. Bahwa Bank Wakaf I\7I'i:lf<ro Nu.rlfi.J'I."I‘—Iuda "OKU Timur belum sepenuhnya
sesuai dengan Implementasi Fatwa DSN MUI NO : 147/DSN-
MUI/X11/2021  Tentang Penyelenggaraan ~ Jaminan  Sosial
Ketenagakerjaan Berasarkan Prinsip Syariah dalam konsep penerima
upah dan jasa kosntruksi terutama interaksi pada peserta, namun dalam
Bank Wakaf Mikro ini sudah menerapkan beberapa akad seperti akad
Qard, akad Mugdarabah, akad Wakalah bi Al-ujrah. Penggunaan akad
Qard karena akad tersebut dilakukan dengan dasar tolong menolong,

karena dalam pelaksanaannya tidak ada itikad untuk mencari

78
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keuntungan atau imbalan sedikitpun. Untuk akad Mudarabah karena
dapat memperoleh akses dalam mendapatkan dana yang dibutuhkan
untuk mengembangkan bisnis atau usaha. Sedangkan penggunaan akad
Wakalah bi Al-ujrah sendiri merupakan pemberian kuasa dari peserta
kepada perusahaan asuransi untuk mengelola dana peserta dengan
imbalan pemberian ujrah.
B. Rekomendasi

1. Bagi pihak Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
diharapkan agar tetap meningkatkan kepedulian terhadap para pekerja
sehingga program ini bisa berjalan dengan baik dan mempermudah
penyelenggaraan jaminan tenaga kerja agar sesuai dengan ketentuan
syariah.

2. Bagi pegawai. pada Bank Wakaf Mikro Nurul Huda OKU Timur
diharapkian dapat. meningkatkan Kinerja menjadi lebih baik lagi

kedepannya.
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